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 PUTUSAN 

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Sdk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 

SUMATERA UTARA, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 

SUMATERA UTARA, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu juga 

dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah 

menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. 

Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2021 dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 

Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 06/01/V/2021, tanggal 25 

Mei 2021; 

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan 

Tergugat berstatus lajang; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat 

tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Mborgang,  Desa xxxxx 

x, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan terakhir Penggugat dan 

Tergugat bertempat tinggal di Pasar 10, Gang Bersama, Medan Marelan, 

selama 1 tahun, namun pada tanggal 17 Juli 2023 Tergugat mengusir 

Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga 

sampai saat ini; 

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba‟da dukhul), dan telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ------------------Anak------------, NIK 

1215026805210001, tempat/tanggal  lahir, Pakpak Bharat, 28 Mei 2021, 

Umur 2 tahun, Pendidikan Belum Sekolah; 

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula 

berjalan rukun dan baik, namun sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan 

Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak 

rukun lagi; 

6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

disebabkan karena: 

6.1 Bahwa Tergugat telah terbukti berselingkuh dengan wanita lain; 

6.2 Bahwa Tergugat lebih sering menghabiskan waktu bersama teman 

Tergugat dan pulang kerumah larut malam; 

6.3 Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga) dengan cara mencekik dan memukulkan kursi ke bagian 

kepala Penggugat; 

6.4 Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah untuk mencukupi 

kebutuhan sehari - hari baik lahir dan bathin; 

6.5 Bahwa Tergugat sering bermain judi online dan bermain undian 

cabut nomor (togel); 

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 

17 Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, Penggugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Dan sejak berpisahnya 

Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana 

sebagaimana mestinya; 

8. Bahwa Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak 

berhasil; 

9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi 

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit 

diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat 

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; 

10. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, 

maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya 

nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah 

berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus 

dibayarkan Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai; 

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah, 

iddah dan mut'ah, Penggugat bermohon agar Majelis Hakim 

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk menahan 

Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan 

Penggugat: 

12. Bahwa anak Penggugat dan Tegugat selama ini tinggal bersama 

Penggugat, oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang 

Penggugat kepada anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak 

tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat; 

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan 

biaya pemeliharaan, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum 

untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu 

juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui rekening atas nama 

Penggugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ 

mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar 

biaya pendidikan dan kesehatan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis 

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebegai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sguhra Tergugat (TERGUGAT), terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum 

Tergugat mengambil Akta Cerai, Berupa: 

3.1 Nafkah Iddah (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 

3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk 

Menyerahkan Akta Cerai kepada Tegugat setelah Tergugat memenuhi 

diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan; 

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : 

------------------Anak------------, NIK 1215026805210001. Tempat/Tanggal 

Lahir, Pakpak Bharat, 28 Mei 2021, Umur 3 tahun, Pendidikan Belum 

Sekolah; 

Dengan tetap memberikan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk 

mengunjungi anak tersebut diatas; 

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak 

sejumlah  

Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 

(satu) orang anak tersebut diatas, yang diberikan melalui rekening atas 

nama Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak 

tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap 

tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang 

berlaku: 

 Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya 

(ex aequo et bono) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata 

sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat 

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya 

perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian Hakim 

telah berupaya menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar 

rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan 

Tergugat, namun tidak berhasil;  

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan 

kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap 

mempertahankan isi surat gugatan Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir 

di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat 

didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/01/X/2014 yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama KUA Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Provinsi 

xxxxxxxx xxxxx Tanggal 01 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi 

meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua 

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan 

aslinya, lalu diberi tanda P.1; 

2.  Bukti Saksi. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Saksi 1, SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Mborgang, di bawah sumpah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah ibu kandung Penggugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang 

sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. 

Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2021 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; 

 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis 

sedangkan Tergugat berstatus lajang; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya 

bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Mborgang,  Desa 

xxxxx x, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan terakhir 

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pasar 10, Gang 

Bersama, Medan Marelan, selama 1 tahun, namun pada tanggal 17 

Juli 2023 Penggugat kembali kerumah saksi hingga sampai saat ini 

dan menurut cerita Penggugat karena diusir oleh Tergugat; 

 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: 

------------------Anak------------, NIK 1215026805210001, 

tempat/tanggal  lahir, Pakpak Bharat, 28 Mei 2021, Umur 2 tahun, 

Pendidikan Belum Sekolah; 

 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula 

berjalan rukun dan baik, namun sejak Oktober 2022 antara 

Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan 

hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak 

harmonis dan tidak rukun lagi; 

 Bahwa sepengetahuan saksi sebab - sebab terjadinya perselisihan 

dan pertengkaran tersebut disebabkan karena: Tergugat lebih sering 

Disclaimer
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menghabiskan waktu bersama teman Tergugat dan pulang kerumah 

larut malam, Tergugat telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga), Tergugat jarang memberikan nafkah untuk 

mencukupi kebutuhan sehari - hari baik lahir dan bathin karena saat; 

 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya 

sejak 17 Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, 

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; 

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengatasi masalah rumah 

tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan 

kekeluargaan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat dan adik 

Penggugat, Tergugugat bekerja sebagai karyawan di toko variasi 

mobil di kota Medan namun tidak mengetahui berapa hasil 

pendapatan dari pekerjaan tersebut; 

 Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merupakan ibu yang 

sangat menyayangi anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan 

terhadap anak dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana oleh 

Pengadilan; 

Saksi 2, SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Mborgang, di 

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah adik kandung Penggugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang 

sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. 

Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2021 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; 

 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis 

sedangkan Tergugat berstatus lajang; 

Disclaimer
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 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya 

bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Mborgang,  Desa 

xxxxx x, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan terakhir 

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pasar 10, Gang 

Bersama, Medan Marelan, selama 1 tahun, namun pada tanggal 17 

Juli 2023 Penggugat kembali kerumah saksi hingga sampai saat ini 

dan saat pengusiran tersebut saksi ada bersama Penggugat saat itu; 

 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: 

------------------Anak------------, NIK 1215026805210001, 

tempat/tanggal  lahir, Pakpak Bharat, 28 Mei 2021, Umur 2 tahun, 

Pendidikan Belum Sekolah; 

 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula 

berjalan rukun dan baik, namun sejak Oktober 2022 antara 

Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan 

hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak 

harmonis dan tidak rukun lagi; 

 Bahwa sepengetahuan saksi sebab - sebab terjadinya perselisihan 

dan pertengkaran tersebut disebabkan karena: Tergugat lebih sering 

menghabiskan waktu bersama teman Tergugat dan pulang kerumah 

larut malam, Tergugat telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga), Tergugat jarang memberikan nafkah untuk 

mencukupi kebutuhan sehari - hari baik lahir dan bathin karena saat 

itu saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tegugat; 

 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya 

sejak 17 Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, 

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; 

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengatasi masalah rumah 

tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan 

kekeluargaan tetapi tidak berhasil; 
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 Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan di 

toko variasi mobil di kota Medan namun tidak mengetahui berapa 

hasil pendapatan dari pekerjaan tersebut; 

 Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merupakan ibu yang 

sangat menyayangi anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan 

terhadap anak dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana oleh 

Pengadilan; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan 

apapun lagi dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu 

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas; 

Kompetensi Pengadilan Agama Sidikalang   

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (vide salah satu kompetensi/ 

kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini 

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sidikalang (absolute 

competentie); 

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Sidikalang sehingga berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021  jo. Pasal 

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur daerah 

hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang 

mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Sidikalang 

berwenang secara relatif mengadili perkara a quo (relative competentie); 

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dan Tergugat telah 

dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. junctis Pasal 

26 PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat 

diperiksa dan dilanjutkan; 
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Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain 

sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi 

ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, oleh karenanya Hakim menilai 

perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Penasehatan dan Perdamaian dalam Persidangan 

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat 

dengan demikian Hakim menilai usaha penasehatan telah diupayakan 

meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana usaha penasehatan tersebut 

dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 82 ayat 

(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 PP Nomor 9 

Tahun 1975;  

Menimbang, bahwa perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi 

karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya 

Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada 

Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami 

istri sah, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 junctis 

Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI, 

Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang 

mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan 

petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah 

berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan 

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 

huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan 

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut; 

Petitum Tuntutan Komulasi dalam Perceraian  

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai 

dengan kumulasi nafkah iddah, mut‟ah, hadhanah dan nafkah anak, Hakim  

berpendapat  bahwa  kumulasi  yang  demikian karena  masih memiliki 
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koneksitas antara gugatan  perceraian dengan kumulasinya maka  kumulasi  

tersebut dapat  dibenarkan  karena  sesuai  dengan  maksud  pasal  86 

ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. 

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 

Maret 2004; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut di atas 

karena gugatan  perceraian  dan  nafkah lampau, nafkah iddah dan mut‟ah, 

berhubungan  sangat  erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

maka Hakim berpendapat bahwa  gugatan  kumulasi  antara  gugatan  

perceraian  dengan nafkah iddah, mut‟ah, hadhanah dan nafkah anak dapat 

diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 

Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara 

perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 

1975,  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 

Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (1) KHI, hubungan perkawinan hanya dapat 

dibuktikan dengan akta nikah, maka tentang perkawinan Penggugat dengan 

Tergugat tetap harus dibuktikan melalui kutipan/duplikat kutipan akta nikah; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan 

oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk dapat 

melakukan perceraian dengan alasan tersebut, ditemukan fakta sebagai 

berikut:: 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 

25 Mei 2021;  

 Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

harmonis dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

disebabkan Tergugat telah terbukti berselingkuh dengan wanita lain, 
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Tergugat lebih sering menghabiskan waktu bersama teman Tergugat dan 

pulang kerumah larut malam, Tergugat telah melakukan KDRT (Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga) dengan cara mencekik dan memukulkan kursi ke 

bagian kepala Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah untuk 

mencukupi kebutuhan sehari - hari baik lahir dan bathin, Tergugat sering 

bermain judi online dan bermain undian cabut nomor (togel);  

 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 17 

Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Dan sejak berpisahnya Penggugat 

dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana 

mestinya;  

 Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;  

 Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan 

Penggugat dan Tergugat;  

 Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka 

Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah 

iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang 

sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat 

sebelum mengambil Akta Cerai;  

 Bahwa anak Penggugat dan Tegugat selama ini tinggal bersama Penggugat, 

oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat 

kepada anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut 

ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;  

 Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan 

biaya pemeliharaan, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum 

untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu 

juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui rekening atas nama 

Penggugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ 

mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya 

pendidikan dan kesehatan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim 

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada 
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kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali 

sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan 

rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah 

tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik 

antara  suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta 

saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami 

isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi 

oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga 

seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia  dan 

harmonis;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa 

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, 

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan 

pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk 

alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian 

Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah 

sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan 

lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan 

kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “Tasrih bi Ihsan”; 

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh 

Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat 

sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya 

masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan  34 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) 

Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan 
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Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih 

besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih 

diproritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan 

dalam Kaedah Fiqhiyah yang berbunyi; 

 

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada 

meraih kemaslahatan (kebaikan);  

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:  

 

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian 

rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya 

dengan Talak Satu Ba'in Shughra); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan 

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra 

Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas juga, 

ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di 

hadapan sidang, adapun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun 

Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis 

di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan 

oleh Penggugat secara sebagian; 

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek bersesuaian dengan 

pendapat ahli fiqh dalam al-Anwar, juz II, halaman 159 yang berbunyi: “Apabila 

Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan 
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(menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh 

menerima gugatan (Penggugat/Pemohon).” Hakim sependapat dan mengambil 

alih pendapat ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (tahlilu al-niza‟) dan 

alasan beserta dasar hukum (tasbib al-ahkam) yang telah Hakim kemukakan di 

atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka petitum gugatan 

Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan 

dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil 

syar‟i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan 

Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi 

pendapat Hakim, sebagai berikut: 

الطلاق الذي ٌوقعه القاضً للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا ٌزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعٌاً تمكن 

 .الزوج من مراجعة المرأة فً العدة، والعودة إلى الضرر

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan 

pertengkaran adalah talak ba‟in, karena kemudaratan hanya 

bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila 

talak yang dijatuhkan adalah talak raj‟i, maka tentu 

dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, 

dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi 

kemudaratan yang sama. 

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar‟i 

di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum 

Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan 

pengadilan adalah talak bain shugra; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat 

telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan 

karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat 

selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka 

berdasarkan pertimbangan syar‟i dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan 
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Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain 

shughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

Sidikalang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam 

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi 

keduanya boleh melakukan akad nikah baru 

Petitum Tuntutan Nafkah Iddah 

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut menuntut Tergugat membayar 

nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 hari; 

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai 

nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1.Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?; 

2.Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada 

istri?; 

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai 

pertimbangan hukum berikut ini: 

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat 

selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat 

urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman 

untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah 

kaitannya dengan perkara a quo; 

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim perlu mengemukakan 

ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada 

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan 

suatu kewajiban bagi bekas isteri”; 

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam 

memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, 

maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan 

yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak 
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ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, sementara dalam 

pertimbangan sebelumnya perceraian dalam perkara a quo adalah cerai gugat 

yang dijatuhi talak ba‟in shughra, sehingga jika mengacu pada ketentuan 

tersebut, Penggugat sebagai istri tidak berhak memperoleh nafkah iddah. 

Namun demikian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan dinyatakan: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka 

istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut‟ah, dan nafkah „iddah 

sepanjang tidak terbukti nusyuz”  

Menimbang, bahwa dengan adanya dua ketentuan yang saling 

bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori 

(asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru 

mengesampingkan hukum yang lama), Hakim menilai meskipun perkara a quo 

adalah perkara cerai gugat dengan talak ba‟in sughra, Penggugat sebagai istri 

tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz; 

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, 

Penggugat telah melaksanakan perannya sebagai istri yang baik sehingga 

Hakim menilai Penggugat sendiri yang mempunyai kepentingan utama dalam 

perkara a quo dan masuk dalam kategori tidak melakukan perbuatan nusyuz, 

oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat; 

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai 

jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri perlu 

dipertimbangkan nilai yang pantas untuk diberikan kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah iddah yang pantas 

untuk Penggugat dan dengan ketidakhadiran Tergugat maka patut dianggap 

Tergugat menyetujui dan tidak menggunakan hak jawabnya atas tuntutan iddah 

oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan kajian dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat dalam publikasi statistik 

“Pakpak Bharat Regency In Figures 2024” rilis di website resmi 
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https://pakpakbharatkab.bps.go.id tanggal, dalam kajian tersebut pengeluaran 

sebesar Rp 1.199.207 yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebulan 

sebesar Rp 702.183 (58,55 persen) dan bukan makanan sebulan sebesar Rp 

497.024 (41,45 persen) sehingga Hakim memperhatikan kegunaan dan 

manfaat nafkah iddah adalah nafkah dalam bentuk pangan, pakaian, dan 

tempat tinggal, yang diberikan suami kepada istri pada masa iddah disesuaikan 

dengan tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat berupa uang sejumlah 

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah patut untuk dikabulkan; 

Petitum Mut’ah 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga memohon 

agar Tergugat dihukum membayar mut‟ah berupa uang sejumlah Rp. 

2.000.000,00 (dua juta rupiah); 

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: “Pengadilan 

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 

dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya 

dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa “Bilamana 

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut‟ah 

yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali 

bekas isteri tersebut qobla al-dukhul.” Selain itu diatur pula dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: 

“Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara 

cerai gugat dapat diberikan mut‟ah, dan nafkah „iddah sepanjang tidak terbukti 

nusyuz dan tidak dalam keadaan qabla al-dukhul; 

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, 

Penggugat tidak terbukti nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atas mutah 

dari Tergugat; 
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Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai 

jumlah atau nominal nafkah mutah yang patut diberikan kepada istri, terdapat 

kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 

tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: “Jumlah nilai mut‟ah, nafkah, 

maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi 

kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai 

dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan 

yang berlaku”. Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi 

rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka 

penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus dipertimbangkan makna 

dari pemberian mut‟ah dimaksudkan untuk memberikan kesenangan atau 

setidaknya mengobati rasa sakit hati karena dicerai suami. Atau bahkan 

menjadi bekal hidup selama menjalani hidup sebagai janda. Suami yang 

bertanggung jawab akan memberikan mut‟ah yang layak kepada mantan 

istrinya meskipun tanpa diminta atau dituntut di pengadilan. 

Menimbang, bahwa Hakim mengambil besaran mutah berdasarkan nilai 

kewajaran dan ketidakhadiran Tergugat maka Hakim menilai Tergugat tidak 

menggunakan hak nya untuk membantah atau setidaknya memberikan 

keterangan tentang kesanggupannya untuk kewajiban mutah dan dengan 

ketidakhadirannya tersebut dianggap setuju dan besaran Mutah Hakim 

mengambil pertimbangan dari besaran angka kelayakan hidup tempat tinggal 

Penggugat dalam hitungan 1 bulan dalam pembulatan yang secara terperinci 

akan termaktub dalam amar putusan perkara a-quo ; 

Tuntutan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak 

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh (hadlanah), 

Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam perlindungan anak (termasuk 

pengasuhan) pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu 

demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua 

terhadap anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014; 
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Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara 

bersama-sama (joint custodian) oleh kedua  orang tua, sebab hal tersebut 

merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan 

adapun  yang dimaksud dengan „kuasa asuh‟ adalah kekuasaan orangtua 

untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan 

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak 

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, dimana bapak 

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 

diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk  memikul 

biaya terhadap anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan 

ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal  13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tentang hak 

asuh anak dan besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang belum 

berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz dan sejak Penggugat dan 

Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal nyaman dalam asuhan 

Penggugat serta tidak ditemukan dalam persidangan hal-hal yang dapat 

menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap kedua orang 

anak tersebut; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 105  huruf (a) dan Pasal 156 

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 

(dua belas) tahun atau belum mumayyiz adalah hak ibunya; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan 

tersebut di atas dan berdasarkan angka kelayakan hidup di maka hak asuh 

anak akan diberikan kepada Penggugat dengan pemenuhan beban nafkah bagi 
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Tergugat berupa nafkah bagi kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.500.000,- 

(lima ratus ribu rupiah) perbulan; 

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat  

tersebut ditetapkan dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat selaku ibu 

kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan antara anak 

dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Penggugat 

berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak 

tersebut dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh 

Penggugat, maka hak kuasa asuh (hadhanah) Penggugat dapat dicabut; 

Pertimbangan Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah dan 

Nafkah Anak 

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk 

menahan akta cerai sebelum putusan terkait hak perempuan dilaksanakan oleh 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya hak-hak pasca perceraian 

Penggugat, Hakim perlu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Bagi Pengadilan tepatnya pada huruf C angka 1 poin b yang pada pokoknya 

mengatur “dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan 

pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri 

pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat 

sebagai berikut: “…dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan 

ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;  

Menimbang, bahwa pembayaran hak-hak perceraian kepada Penggugat 

(in casu nafkah iddah dan mut‟ah) sebelum pengambilan akta cerai yang 

dirumuskan dalam amar pada pertimbangan sebelumnya ataupun yang tertera 

dalam petitium penahanan akta cerai oleh Panitera wajib dilaksanakan oleh 

Tergugat karena dictum angka (3) Penggugat yang menjadi satu kesatuan 

dengan dictum angka (6) dapat dikabulkan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Sdk 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, 

maka tuntutan untuk penahanan akta cerai Tergugat sampai Tergugat 

memenuhi kewajibannya, dapat dikabulkan; 

Pertimbangan Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 7 

(tujuh) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini 

termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 

7 Tahun 1989 jo. PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada 

Penggugat; 

Pertimbangan Penutup 

Menimbang, bahwa  oleh perkara ini termasuk  dalam bidang  

perkawinan maka  berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara 

ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil 

syar‟i yang berkenaan dalam perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT), terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum 

Tergugat mengambil Akta Cerai, Berupa: 

4.4 Nafkah Iddah (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- 

(tiga juta rupiah); 

4.5 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus); 

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang 

bernama : ------------------Anak------------, NIK 1215026805210001. 
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Tempat/Tanggal Lahir, Pakpak Bharat, 28 Mei 2021, Umur 3 tahun, 

Pendidikan Belum Sekolah; 

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk 

mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah 

kepada anak tersebut dan apabila hak Tergugat tersebut tidak diberikan 

oleh Penggugat, maka hak kuasa asuh (hadhanah) Penggugat dapat 

dicabut; 

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak 

sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang 

diberikan melalui rekening atas nama anak Penggugat dan Tergugat 

tersebut, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak 

dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya 

diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk 

Menyerahkan Akta Cerai kepada Tegugat setelah Tergugat memenuhi 

diktum angka 4 (empat) dan angka 6 (enam); 

8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 

157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) 

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan 

Agama Sidikalang pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H. 

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam 

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Basyirun 

Maha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat. 

 

Hakim Tunggal, 

 

dto 

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H. 
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Panitera Pengganti, 

 

dto 

Basyirun Maha, S.H. 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00 

-  Panggilan : Rp 37.500,00 

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 157.500,00 

(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 
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